PERATURAN DAERAT KOTA MAGELANG

NOMOR 171 FATIUN 2003

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR =8 TAHUN 2001 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAFRAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Vienimbang @ a. bahwa untuk lebih meningkatkan kapasitas DPRID Kota
Magelang dalam upava mewujudkan Kota Magelang vang
semakin maju dan mandiri. maka dipandang perlu untuk
meninjau kembah Peraturan Dacrah Kota Magelang Nomor 8
Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan
Rakvat Daerah Kota Magelang:

b. bahwa untuk meclaksanakan maksud tersebut di atas perlu
menvusun dan menctapkan  Peraturan  Dacrah  tentang
Perubahan atas Peraturan Dacrah Kota Magelang Nomor 8
Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan
Rakvat Daerah Kota Magelang:

Mengingat . 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
o Daerah-dacrah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur. Jawa Tengah dan Jawa Barat .

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
K.-;pcu-:u.uiun (L.embaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,

tJ

Tambahan | embaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah  dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
(1 embaran Negard [ahun 1999 Nomor 169. Tambahan
| embaran Negara Nomor 3890) -

Indang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan
chmi-ﬁkun Majchis i’ur11111.~;3:1u.urul;ml Rakvat, Dewan
Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
(] embaran Negara lTahun 1999 Nomor 24, Tambahan
| embaran Negara Nomor 3811 ).

4. Undang .
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“"d‘“;? "”"L'”F Nomor 22 Tahun 1UY9 tentang I’cnmru‘lmhﬂﬂ
| du}.n (L.embaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambaharn
cmbaran Negara Nomor 3839) -

Y.

ndanoe- : — - :
:{“Lilm'u undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
clangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan 1 embaran Negara
Nomoy 384R) -

b “ml””g‘l”‘d“"!f' Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penvelenggara

Negara vang Bersih dan B3ebas dar Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (- Lembaran Nepara Tahun 1999 Nomor 73,
lambahan | embaran Negara Nomor 3851):

7. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban  Keuangan Dacrah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan
[.embaran Negara Nomor 4022):

8. Peraturan Dacrah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Kedudukan
Keuangan Dewan Perwakilan Rakvat Dacrah Kota Magelang;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Jenetapkan  : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PERUBAIAN  ATAS PERATURAN DAERAH  KOTA
MAGELANG  NOMOR 8 TAHUN 2001  TENTANG
KEDUDUKAN  KEUANGAN — DEWAN  PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG.

Pasal |

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2001 tentang

Kedudukan Keuangan  Dewan Perwakilan  Rakvat  Dacerah
- = L ) | .

(1 embaran Daerah Kota Magelang Tahun 2001 Nomor 47) diubah

sebagai berikut :
Dada Pasal 18 ditambah ayal (3) vang berbunyi :

(3) Untuk lebih meningkatkan kapasitas DPRD. Biava Penunjang
. K cgiatan dapal ditambah sesuai kemampuan Keuangan Daerah
cgratan dapx _ _ | g
o pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan
yal aksanaanti.

DPRD.

Pasal II...
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Pasal 11

L l.] i W " : I

Agar supava sctiap

orang dapat mengetahuinya. memerintahkan
pengund: ) '

illu: jl- ¥ = i _ ‘ ;
v bimre 1 - Peraturan Dacrah ing dengan penempatannya dalam
cmbaran Dacrah Kota Muut;:l:nlg

Ditetapkan di Magclang
pada tanggal 8 Scptember 2003.

WALIKOTA MAGELANG

g

H. FAHRIYANTO

" Jndangkan di - Mageiang
ia tanqgal 10 September 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Drs. ZULAEMAN HASAN
Pembina Tk |
NIP 010 171 296

yaARAN DAFRAH KOTA MAGELANG

"LHUN 2003 NOMOR 20
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llli: All'R. ' X
RATI l:t\:\.\ DAERAJ] KOTA MAGFLANG
NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAFRAW KOT 1 1LANG NOMOR
8 TAHUN 2001 TENTANC ALRAH KOTA MAGELANG NO!

Lo e KEDUDUKAN KEUANGAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAFRAH KOTA MAGELANG

. PENJELASAN UMUM

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat di
Dacrah, melaksanakan fungsi legislative sebagai penjelmaan kedaulatan rakvat di
Dacrah dan berkedudukan scjajar sebagai mitra Pemerintah  Daerah. DPRD
didalam  melaksanakan tugas dan lungsinya harus mampu menampung dan
menindaklanyutr aspiras: daerah dan masvarakat.

Untuk lebith meningkatkan kapasitas DPRD  perlu didukung dengan
tersedianva  biaya'dana  yang memadai.  Penambahan  biayva  harus  tetap
memperhatikan kepentingan umum dan tidak menimbulkan kerugian ataupun
pemborosan terhadap keuangan daerah.

Atas dasar beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah Kota
Magelang memandang perlu segera menyusun dan menetapkan Peraturan Dacerah
Kota Magelane tentane Perubahan Atas Peraturan Dacrah Kota Magelang Nomor 8
Tahun Edfil Iu}ulung K::dudukm Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Magelang.

. PENJEIASAN PASAL DEMI PASAL

Penambahan Biaya Penunjang Kegiatan diberikan dengan
tetap memperhatikan kepentingan umum (masvarakat),
iidak  bertentangan  dengan ketentuan  peraturan
pf:rund:mg-undungun vang berlaku yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan dacrah.

Pasal |
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